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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik 

illicit enrichment sebagai tindak pidana korupsi serta mengetahui pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan putusan nomor 

perkara 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby, apabila dikaitkan dengan konsep illicit 

enrichment. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus serta menggunakan 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini penulis akan 

membahas karakteristik illicit enrichment atau peningkatan harta kekayaan tidak 

wajar atau tidak sah sebagai tindak pidana korupsi dengan ditandai adanya 

lonjakan signifikan dari kepemilikan aset pejabat publik yang dapat berpotensi 

dihasilkan dari pendapatan yang tidak sah sehingga membuka kemungkinan 

berasal dari tindak pidana korupsi. Sehingga memperkaya diri sendiri menjadi 

manifestasi yang paling terlihat dari tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan 

konsep illicit enrichment dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan 

hakim yang tentunya akan berpengaruh pada hasil putusan hakim dalam 

memutuskan sebuah perkara tindak pidana korupsi yang tertulis pada putusan 

dengan nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby. Tentunya dengan membahas lebih 

dalam melalui kasus konkrit yang telah diproses di Indonesia ini menunjukkan 

bahwa apabila dalam sistem hukum Indonesia memiliki delik illicit enrichment 

sebagai delik pemidanaan, maka penanganan kasus tersebut akan lebih maksimal 

dan akan lebih berdampak terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di 

Indonesia. 

 

Kata kunci: Illicit Enrichment, Karakteristik, Pertimbangan Hakim, Tindak 

Pidana Korupsi  
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine and explain the characteristics of illicit 

enrichment as a crime of corruption and to find out the judge's consideration in 

deciding a corruption case with case number 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby, if it 

is related to the concept of illicit enrichment. The research method used in this 

research is normative legal research using a statutory approach, conceptual 

approach, and case approach and using primary, secondary, and tertiary legal 

materials. In this research, the author will discuss the characteristics of illicit 

enrichment, or an increase in unnatural or unauthorized assets, as a crime of 

corruption characterized by a significant increase in the ownership of assets of 

public officials that can potentially be generated from unauthorized income, so 

that it opens the possibility of originating from criminal acts of corruption. Thus, 

self-enrichment is the most visible manifestation of corruption. Regarding the 

concept of illicit enrichment, it can be used as one of the basic considerations of 

the judge, which of course will affect the results of the judge's decision in a 

corruption case written in verdict number 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby. Of 

course, discussing more concrete cases that have been processed in Indonesia, 

shows that if the Indonesian legal system has an offense of illicit enrichment as a 

criminal offense, the handling of these cases will be maximized and will have a 

greater impact on the eradication of corruption in Indonesia. 

Keyword: Illicit Enrichment, Characteristics, Judges Consideration, Corruption 

Crime 
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